








Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran ilmu bantu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan
senjata api adalah untuk membantu mencari dan menentukan jenis
proyektil/peluru dari senjata api yang digunakan, sehingga dapat
menemukan siapa pemilik senjata api dan siapa yang menggunakannya.
2. Hambatan yang dihadapi Polisi dalam mencegah terjadinya perampokan
dengan senjata api antara lain adalah, banyaknya peredaran senjata api
secara ilegal, penyelundupan senjata api, maupun perakitan senjata api
secara ilegal di Indonesia, kelompok pelaku dalam usia muda dalam
kegiatannya berpindah- pindah dan punya jaringan di luar kota
(profesional), sehingga dalam pengungkapan-pengungkapan atau
penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang
tertangkap) atau masyarakat masih takut dalam memberikan dukungan
berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana perampokan dengan





Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Perlu ditingkatkan profesionalisme, sarana dan prasarana yang
mendukung guna mengungkap suatu tindak pidana, seperti laboratorium
forensik yang merata di setiap kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Polres lain secara intensif dan kegiatan-
kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan,
sehingga dapat menunbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang
baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya
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